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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena 

berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan 

manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di 

bumi ini.1  

Secara konstitunal terdapat dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “setiap orang hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” 

Pada Pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang 

baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk 

menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup 

yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-

 
1Suwari Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan 

Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No. 3 
September 2013, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 446-556. 
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Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum 

dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori 

yaitu2: Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum 

Administrasi / Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

kaitannya dengan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

kaitannya dengan Hukum Pidana. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama 

kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau 

permasalahan berupa sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat 

yang berpindah-pindah, adanya pembukaan hutan oleh para pemegang HPH 

(Hak Pengusahaan Hutan) untuk insdustri kayu maupun perkebunan kelapa 

sawit serta trerjadinya penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, 

kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik 

antar hukum adat dan hukum positif negara.3 

Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu dimana Setiap orang 

dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 

 
2 Suwari Akhmaddhian, 2016, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)”, 
Jurnal Unifikasi, Vol 03 No 01 Januari 2016, ISSN 2354-5976. 

3 Fachmi Rasyid, 2014, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, Jurnal 
Lingkar Widyaiswara, Vol 1, No. 4 Desember 2014, hlm. 47-59. 
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Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang sanksi bagi yang melanggar. 

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah)”. 

Diagram 1.1 Data Statistik Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan 
di Indonesia Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022. 

 

Sumber Data: Informasi Geospasial Tematik, KLHK Tahun 2022 
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dan polusi asap, mengatakan bahwa penegakan hukum yang ada belum mampu 

mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.4 

Dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, 

namun sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu 

berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan 

masih sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan 

terlihat panik apabila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila 

kebakaran sudah dapat diatasi.5 Demikian pula menyangkut tanggung jawab, 

terkesan hanya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup, padahal sesungguhnya penanggulan kebakaran menjadi tanggung jawab 

bagi korporasi sebagai pemilik lahan dan juga bagi pelaku yang menyebabkan 

kebaran hutan haruslah mendapatkan efek jera.6 

Dalam hal ini penegakan hukum lingkungan disertai dengan hak untuk 

menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan 

pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi dalam penerapannya 

ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan 

utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah 

membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata, 

terutama unsur kesalahan dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas 

 
4Samsul, Inosentius, 2015, Instrumen Hukum: Hukum Penanggulangan 

Kebakaran Hutan, Lahan dan Polusi Asap. Info Singkat Hukum, Vol. VII, 
No.17/I/P3DI/September/2015. 

5Popi Tuhulele, ‘Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya 
Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim’, Desember 2014, Vol 3, 
No. 2, Jurnal Supremasi Hukum, hlm. 119. 

6 Ibid, 121 
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tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Serta masalah beban pembuktian yang 

menurut Pasal 1865 KUHPerdata merupakan kewajiban penggugat. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, 

dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari 

tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak 

yang dirugikan sendiri adalah tanggung jawab mutlak.7 

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (Strict Liability) telah tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 yang menyatakan: 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau 
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi 
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. 

Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH maka terhadap orang yang tindakannya, 

usahanya dan/atau kegiatannya dalam hal ini korporasi yang menimbulkan 

ancaman serius terhadap lingkungan seharusnya harus bertanggung jawab 

mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability 

adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai 

dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis 

dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam 

lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (Strict Liability) 

 
7E. Suherman, Masalah Tanggung jawab Pada Charter Pesawat Udara dan 

Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (kumpulan karangan), Cet. II, 
(Bandung: Alumni 1979), hal 23 
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merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability).8 

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan 

merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya 

pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.  

Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis yaitu 

pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur 

kesalahan yang menimbulkan kerugian (Fault Based Liability); dan 

pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability), suatu pertanggungjawaban 

tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban 

dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. 

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 

mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. 

Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan 

keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi 

risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Dengan mengandalkan doktrin 

pertanggungjawaban liability based on fault, maka penegakan hukum 

lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa, dkk yang dikutip 

oleh Muhamad Erwin “Persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur 

 
8Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 

Jakarta. Hlm. 45. 
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neglegence atau fault adalah the failure to exercise the care of an ordinary 

prudent and careful man. sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan 

kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat 

terbebas dari tanggung jawab”.9 

Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah antara PT. 

Bumi Mekar Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia. Dimana kebakaran yang terjadi pada lahan seluas 20.000 

hektar. Kebakaran tersebut disebabkan oleh api yang ditimbulkan dari kegiatan 

masyarakat yang melakukan pembakaran lahan miliknya untuk menanam padi. 

Api tersebut kemudian menjalar ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau sehingga 

terjadilah kebakaran lahan seluas 20.000 hektar. 

Kebakaran hutan dan lahan tersebut dianggap menjadi penyebab rusaknya 

unsur tanah dan hilangnya keragaman hayati. Kebakaran lahan tersebut juga 

menghasilkan asap yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan 

pernafasan manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia selaku Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Negeri Palembang dengan dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 

1365 KUHPerdata dan Pasal 90 UUPPLH. Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi materiil 

secara tunai kepada Tergugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 

2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar 

 
9Muhamad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 67 
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Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Penggugat juga meminta agar 

Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- per hari setiap 

keterlambatan melaksanakan hasil putusan.  

Pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg kemudian majelis hakim 

memutus bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Kemudian 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai 

Penggugat/Pembanding merasa belum puas atas putusan tersebut kemudian 

mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang. 

Permohonan banding ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi 

Palembang untuk Sebagian dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk 

membayar ganti rugi sebesar 78.502.500.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar 

Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat/Pembanding 

melalui rekening kas negara dalam Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. 

Namun besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang 

sangat jauh dengan petitum yang diajukan oleh penggugat dan juga tidak 

menjatuhkan putusan untuk menghukum Terbanding membayar uang paksa 

apabila putusan tidak dilaksanakan. 

Di dalam strict liability, dimana seseorang harus bertanggung jawab 

kapanpun kerugian timbul.10 Hal ini berarti pertama, para korban dilepaskan 

dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya 

dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan 

 
10Defril Hidayat, Strict Liability pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Jurnal Selat Vol. 9 No. 1, Oktober 2021, hlm. 80. 
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memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. 

Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak ternyata belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal, karena berseberangan dengan sistem dalam 

pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam 

Pasal 1865 KUHPerdata bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, 

maka diwajibkan membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa 

penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran 

lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya 

unsur kesalahan sipelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan 

tersebut. Apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak 

ada ganti kerugian.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kerusakan lingkungan menjadi 

perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa strict liability 

menjadi asas yang musti diterapkan. Mengingat dampak yang ditimbulkan 

sangat berersiko bagi masyarakat, maka sudah seharusnya asas ini menjadi hal 

yang sudah sewajarnya dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di 

Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan dalam dimensi 

hukum lingkungan. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat penting sekali dilakukan 

penelitian ini agar dapat digali pengetahuan dan pemahaman mengenai 

pertanggungjawaban perdata Korporasi dan prinsip Strict Liability pada kasus 

kebakaran hutan dan lahan yang menggunakan dasar gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum. Maka penulis menindak lanjuti pengkajian lebih lanjut 
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dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Prinsip Strict 

Liability oleh Korporasi pada Kasus Kebakaran Lahan Gambut” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yang 

akan di bahas yaitu: 

1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap korporasi 

pada kasus Kebakaran Lahan Gambut? 

2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus kebakaran 

Lahan Gambut berdasarkan Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG? 

3) Bagaimana konstruksi hukum di masa mendatang yang kaitannya 

dengan tanggung jawab Korporasi atas Kebakaran Lahan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap 

Korporasi pada kasus Kebakaran Lahan Gambut. 

b. Untuk menganalisis pertimbangan dasar hukum hakim dalam mengutus 

tuntutan perkara pada gugatan perdata Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. 

c. Untuk membahas konstruksi hukum di masa mendatang yang berkaitan 

dengan tanggung jawab Korporasi atas kebakaran lahan. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam 

pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya yang berkaitan 

langsung dengan perkara Perdata pada kasus Kebakaran Hutan dan 

Lahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi daftar 

kepustakaan dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan 

Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

Sehingga dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk 

perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya 

masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah Hukum 

Perdata yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan. 

2) Manfaat Praktis: 

a. Bagi Korporasi 

Dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan yang bermanfaat 

bagi pihak korporasi untuk lebih mengetahui dampak yang 

ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sehingga terciptanya 

upaya pencegahan dan rasa tanggung jawab. 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Bagi para pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, untuk senantiasa 

berkomitmen dalam upaya penegakan hukum ganti rugi dalam 
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perkara perdata pembakaran hutan dan lahan, demi 15 program 

perbaikan dan keberlangsungan lingkungan hidup, serta 

terhindarnya disparitas putusan; 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai wawasan, bahan bacaan dan ilmu untuk senantiasa 

mengawasi pelaksanaan kegiatan sektor-sektor perkebunan dan 

kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan dan melakukan 

pelaporan, bahkan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan 

pembakaran hutan dan lahan demi kepentingan atau keuntungan 

pribadi; 

d. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang Undangan 

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan revisi, 

menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana 

dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait 

pengeyampingan asas strict liability dalam penyelesaian perkara 

perdata pada kasus pembakaran hutan dan lahan. 

D. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan dan 

menjawab permasalahan didalam tesis ini yaitu Grand Theory, Middle 

Range Theory dan Applied Theory. 
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1. Grand Theory 

Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 

Keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam 

tindakan manusia dan terdapat kedalam beberapa pembagian yaitu11 : 

a. Keadilan  Komulatif  adalah  perlakuan  terhadap  seseorang  yang  

tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat 

haknya. 

b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai 

dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat 

kapasitas dengan potensi masing-masing. 

c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai 

kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. 

d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai 

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 

Apabila teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka 

yang dimaksud apakah ada hak setiap orang untuk 

memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, 

terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup 

supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan 

kepunahan, warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan 

atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan 

 
11Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan 

Aristoteles, Jurnal Aktual Justice, Vol 3 No 2 Desember 2018, hlm. 143. 
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bahkan masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima 

suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan.12 

Selain itu perkembangan masyarakat modern yang konsumtif lebih 

mengutamakan kepentingan ekonomi. Hal ini diikuti dengan kejahatan 

lingkungan yang semakin canggih pula, seperti pencemaran lingkungan, 

baik pencemaran air yang disebabkan karena limbah industri dan limbah 

domestik, pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran 

hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar serta penggalian 

tambang di hutan lindung.  

Atas dasar hubungan inilah Richard A. Posner berpendapat, ilmu 

ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional 

ditengah-tengah kerterbatasan sumber yang diinginkan manusia. 

Kerangka analisis hukum yang dikembangankan Posner dalam konsepsi 

Analisis Keekonomian tentang Hukum, ia berpendapat bahwa orang 

akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat 

memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian 

pula sebaliknya. Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari 

segi nilai (value), konsep efisiensi (efficiency) dan konsep utilitas 

(utility)13. 

 

 
12Rudri Musdianto, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau Dari 

Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol 7, No 1, Januari 
2023, h 27. 

13Fajar Sugianto, 2013, Economic Analysis Of Law, Jakarta: Prenada Media 
Group, hlm. 34 
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1. Konsep Nilai (Value) 

Menurut Posner suatu nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

berarti atau penting, keinginan atau hasrat terhadap sesuatu baik 

secara moneter atau non-moneter. Pertimbangan manusia dalam 

menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada 

relevansi peningkatan kemakmuran.14 

2. Konsep Efisiensi (Efficiency) 

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian 

penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu 

barang/jasa. Suatu produk dikatakan efisien dan melalui proses 

produksi yang efisien apabila mutu kapasitas atau kesanggupan, 

daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang 

diinginkan secara tetap, memiliki daya guna, dan tepat sasaran.15 

3. Konsep Utilitas (Utility) 

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang 

diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan 

dan membedakan sejelas mungkin antara untung rugi yang pasti 

dan untung rugi yang tidak pasti, dimana ketidakpastian 

merupakan resiko yang harus di hadapi.16 

 
14 Ibid, hlm 35 
15 Ibid, hlm 36. 
16 Adler H. Manurung, 2010, Ekonomi Finansial, Jakarta: PT ABFI Institute 

Perbanas, hlm. 10 
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2. Middle Range Theory 

Middle range theory dalam penelitian ini menjadi jembatan dari grand 

theory untuk diterapkan menggunakan teori penegakan hukum. Menurut 

Jimly Asshiddiqie pengertian penegakan hukum17 adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat 

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu 

hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula 

 
17 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, https://www.jimly.com, diakses tanggal 

19 Februari 2022 pada Pukul 14.10 WIB. 

https://www.jimly.com/
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ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, 

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti 

luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang 

terkandung didalamnya berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, 

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang 

formal dan tertulis saja.18 

Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ kedalam 

bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ 

dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ 

dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang 

tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan 

juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya 

istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the 

rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti 

‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung 

makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang 

formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung 

di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’.  

Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum 

 
18 M. Sri, 2018,  Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan 

Penegakan HAM di Indonesia, Jurnal Unita Vol. 4 No, 1. 
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modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya 

adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh 

orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan 

belaka.19 

3. Applied Theory 

Applied theory dalam penelitian ini adalah penerapan dari teori 

tanggung jawab mutlak melalui middle range theory yang diterapkan 

dalam kenyataan. Ada dua pandangan para ahli pada prinsip yakni 

tanggung jawab mutlak memiliki batas-batas artinya tergugat atau pelaku 

usaha dapat bebas dari tanggung jawab apabila ada sebab yang prinsipil 

dialaminya, misalnya keadaan force mayor. Teori “tanggung gugat 

mutlak” yang menganut batas-batas tanggung jawab, karena sebab 

prinsipil itu disebut “prinsip tanggung gugat strik” (strict liability 

principle). Sebaliknya, “teori tanggung gugat mutlak yang tidak 

mengenal batas-batas tanggung jawab dalam keadaan atau karena sebab 

apa pun, tergugat atau pelaku usaha tidak dapat dibebaskan dari tangung 

jawab, menganut prinsip absolut (absolute liability principle). Perlu 

dikemukan dalam ganti rugi pengertian “absolute liability” (tanggung 

jawab penuh), mengandung dua pengertian yaitu:  

 
19 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 19 

Februari 2022 pada Pukul 15.20 WIB. 

http://www.jimly.com/


 

 

19 

a) pengertian prosedural yaitu tidak ada kewajiban untuk melakukan 

pembuktian tentang adanya unsur kesalahan sehingga kemudian 

dapat mempertanggung-jawabkan kerugian; 

b) pengertian material yaitu besarnya ganti rugi penuh, yang 

mengandung arti bahwa pemberian ganti rugi harus 

sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu. 

Di balik itu strict liability, diterjemahkan tanggung jawab mutlak 

hakekatnya ganti rugi yang mutlak yang mengandung arti berlaku 

seketika dan terbatas dengan jumlah tertinggi yang dimungkinkan yang 

akan berlaku tanpa memperhatikan keharusan terdapatnya faktor 

kesalahan pada pelakunya.20  

Di Indonesia dianut prinsip “tanggung gugat mutlak” (strict liability) 

dalam Hukum Lingkungan sedangkan dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen terkait dengan “product liability” (tanggung gugat produk 

dari Produsen/Pabrikan). 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum21 adalah proses analisa yang meliputi metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas 

 
20 Ibid, hlm. 10 
21Dr. Ani Purwanti, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya: 

CV. Jakad Media, hlm. 4. 
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masalah yang timbul. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif.22 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menyusun argument sebagai dasar yang tepat, penulis 

menggunakan empat jenis pendekatan (approach): 

a) Pendekatan Teori (Theoretical Approach) 

Pendekatan teori hukum ini mempunyai konsep tentang kaidah 

hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep tentang 

penemuan hukum. Dengan demikian, teori hukum ini menjadikan 

dogmatik hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas 

sebuah norma atau kaidah hukum yang melandasinya, juga dapat 

ditelaah teori hukum yang melandasi norma hukum tersebut. Pendekatan 

teori ini penting agar kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum yang 

ditopang dengan teori-teori hukum yang kuat.23 

b) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 

sedang diteliti (Peter Machmud. 2011:93). Serta dilakukan dengan 

mengidentifikasi kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan 

 
22 Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan 

dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri,1994; 
Roni, 1994; Amirudin  dan  Zainal, 2004; Achmad, 2009) 

23 Prof. Dr. Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik 
Penulisan Artikel, Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala, hlm 133-134. 
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Undang-Undang lainnya agar didapatkan apakah adanya benturan 

filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

c) Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) 

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang 

memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian hukum berdasarkan pada aspek konsep-konsep hukum yang 

menjadi latar belakang, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan 

konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini 

dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan norma-

norma dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh 

yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya24 

d) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Jenis pendekatan ini tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta 

jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan 

prinsip keadilan.25 Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah 

pada kasus yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya dalam 

pembakaran hutan dan lahan. Kasus yang ditelaah merupakan kasus 

yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum 

yang tetap. Hal pokaok yang dikaji pada putusan tersebut adalah 

 
24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.  93-

94. 
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 

51. 
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pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga 

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang 

dihadapi. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, jurnal, buku, dokumen, kamus, dan bahan pustaka 

lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

a. Bahan Hukum Primer 

Untuk penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan 

adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pngelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) 

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3888) 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan 

dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 

2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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5) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi 

ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft 

peraturan dan seluruh pustaka yang berkaitan dengan hukum 

mengenai lingkungan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, 

kamus hukum, media massa, dan internet.26 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

melalui Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan.27 Terhadap data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan 

 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm. 13-14 
27 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5,  2003, hlm. 

27. 
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klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan 

pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu 

permasalahan penelitian.28 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara 

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan hukum. 

Adapun tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van 

Hocke, pengolahan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara 

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan 

hukum tersebut dalam dua tataran, yakni :   

a) Tataran Teknis 

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan 

peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun 

landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan 

menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem 

yang koheren.  

b) Tataran Teleologis  

Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata 

ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, 

sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan 

 
28Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 112. 
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menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi 

internalnya. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis kualitatif yakni analisis yang digunakan dengan 

mengidentifikasikan pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam 

hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, 

peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.29 Adapun dalam 

penelitian ini analisis dilakukan dengan Teknik deskriptif kualitatif 

dengan cara menguraikan, menyajikan, dan menejlaskan secara 

menyeluruh permasalahan sesuai pokonya kemudian dianlisis secara 

kualitatif. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara Induktif atau Logika 

Induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum.30 Induktif adalah suatu proses 

berfikir untuk menyatakan/menyimpulkan suatu kebenaran yang 

dilakukan berdasarkan pada titik tolak hal-hal yang bersifat ksusus, 

kemudian dari hal-hal yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus 

tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya 

umum/universal.31 

 
29Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2013. Penelitian Hukum Normatif  Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 17 
30Izza Faridatul Kamilah, Nuriyatul Khanifah, Moh.Faizin, 2023, “Teknik 

Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles”, 
Jurnal Genta Mulia, Vol. 15 No. 01, hlm 131-145.  

31Surjiyo dkk., Dasar-dasar Logika, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 3, 2008, Hlm. 60. 
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